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PEilTBERIT,IT AIR SUSU IBU EKS}I(LTISIF

DEITGAN RAII}IAT TTII{AIY YAITG MAIIA ESA

BUPATI JEilEPOTTTIO,

bahwa Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif adalah makanan terbaik
bagi bayi karena mengandung z,at gizi paling sesuai untuk
pertumbuhan dan perkembangan bayi yang merupakan hak
asasi bagr bayr;

bahwa sesuai dengan perkembangan kebutuhan kondisi,
pemberian Air Susu Ibu {ASI} Eksklusif di daerah sangat
rendah sehingga guna mernberikan perlindungan dan lebih
menjamin pelaksanaan pemberian Air Susu Ibu (ASI)
Eksklusif bagi bayr, dipandang perlu mengatur ketentuan
tentang pernberian Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif;

bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun
2OL2 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif disebutkan
bahwa dalam melaksanakan kebijakan nasional, daerah
kabupatenlkota dapat menetapkan peraturan daerah
dengan rnengacu pada kebljakan nasional;

b.

c.

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam hurtff-a, hurrrf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan ffir"fr tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif;

Mengingatir 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia ?ahun 1945;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 7959
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor
74, Tala:.bahan l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor
18221;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999
tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun t999 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indoneqia Nomor 3886);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor L3 Tahun 2OO3
tentang Ketenagakerla,at Indonesia (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 39, Tarpbahan
Irmbara:r Negara Republik Indonesia Nomor +Zle\ 

|

2.

3.

4.



5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2OOg
Repubilk Indonesia
Lembaran Negara

tentang Kesehatan {krnbaran Negara
Tahun 2OO9 Nomor L44, Tanr.batran
Republik Indonesia Nomor 5O63);

undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2AA9

tentan[ numah Sakit {Lembaran Negara Republik Indonesia
Talrun zoag Nomor 153, Tambahan Lernbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5O721;

undang-undang Republik Indonesia Nomor L2 Tahun 2OLL

tentanf pembentukan Peraturan Perundang-undangan

{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OlL Nomor
b2, T"*bahan-Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
52sal;
undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2AL4

tentan!' pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonelia Tahun ZAl4 Nomor 244, Ta1r,.bal.an Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 55S7) sebagaimana telah
diu-bah biberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Republik Indonisia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan

Kebua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23

Tahun 2QL4 tentang Pemerintalran Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nornor 58,

tamuarran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
567e1;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun
1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun L996 Nomor 49, Tarnbahan Irmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 36371;

LO. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun
2Ol2 tentang Pemberian Air susu Ibu Eksklusif (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol2 Nomor 58);

1 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Talr'ea
2013 Tentang Gerakan Nasional Perbaikan Gr,,t (Lembar
Negara Repuplik Indonesia Tahun 2013 Nomor lOO);

12. Peraturan Bersama Menteri Negara Pemberdayaafi
Perempuan Republik Indonesia, Menteri Tenaga Kerja Dan
Transmigrasi Republik Indonesia Dan Menteri Kesehatan
Republik Indonesia Nomor 48lMen.PP l)(fi/z009 Nomor

6.

7.

8.

9.

PER.27lMEN/XII/2008 dan Nomor
Ll77 /Menkes/PB lXlI/2OO8 tentang Peningkatan Pemberian
Air Susu Ibu Selama lVaktu Kerja Di Tempat Kerja;

13. Peraturan Merrteri Negara Pernberdayaan Peremptran dan
Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2O1O

tentang Penerapan Sepuluh Langkah menuju Keberhasilan
Men5rusui (Berita Negara RI Tahun 2O1O Nomor L75);

14. Perattrran Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor L5
Tahun 2Al3 tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus
Menyusui Dan/Atau Memerah Air Susu Ibu (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor aa\;

15. Perahrran Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 39
Tahrrn 2013 tentang Susu Forrrmla bayi dan Froduk b"yif



Lainnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun zarg
Nomor 75O);

16. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor ISTahun 2oL4 tentang Tata bara pengenaan sanksiAdministrat b"4 Tenaga Kesehatan, penyerJnggara Fasilitas
Pelayanan Kesehatan, penyelenggara Satuan pendidikan
Kesehatan, Pengurus organisasi profesi di Bil;;
Kesehatan, serta produsen dan Distributor susu Formuli
bayr dan/atau?roduk bayi Lainnya yang dapat Menghambat
Keberhasilan Program pemberian ai. s.r"., Ibu Eksklusif
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun zal4 Nom<x sa 1);

17. Peraturan Daerah provinsi sulawesi selatan Nomor 6 Tahun
2o1o tentang Air susu Ibu Eksklusif (Lembaran Daerah
Provinsi sulawesi selatan Tahun 2ala Nomor 6, Tambahan
Lembaran Daerah provinsi sulawesi selatan Nomor zs6l.

Dengan Persetujuan Bersama

DEUTAIq PERIITAKILIIIT RATTTAT DAE,RA}I KABI'PA?EIT JEIYEPOITI1O

dan

BUPATI JEITEPOIYIlO

MEMUfUSKAS:
MCNCTAPKAM : PERATURAIT DAERAII TEil?AIYG PE,UBEtruAIT AIR SUSU IBU

EKSKLU$T

lrprsffiJ uuuu
pasal L

Pdg Peratpran Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Jeneponto.
2- PemerintEh Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelen ggpa

Pemerintflhan Daerah yang ryemimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang mer{iadi kewenangan Dderah Olonom.

3. Kepa1a Daerah adalah Bupati Jeneponto.
4- Dewan Ferwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DpRD adalah

lembaga perwakilan rllyat daerah i"rrg berkedudukan sebagai unsur
penyelen$gara.

5. S"F?} 
fCerja 

Perangkat Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang
terkait defirgan program penyelenggaraan Pernberian Air Suiu Ibu Eksklusif6- Air Susullbu yang sela:ejutnya disingkat ASI ada.lah cairan hasil sekresi
kalenjar payudara ibu.

7. Air Susu [bu Eksklusrf, yang selanjutnya disebut ASI Eksklusif adalah ASI
yang diberikan kcpada bayi sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan, tanpa
menambdhkan dan/atau menggatlti dengan makanan atau minurnan lain.8. ftolostrurt adalah Air Susu Ibu yang keluar pada hari pertama sampa.i hari
keempat getelah bayi lahir.

9. Susu Fortrula bayi adalah susu yang secara khusus diformulasikan sebagai
pengganti]aSt unluk bayi sampai beiusia 6 (enarn) bulan.

10. Bayi adalsrh anak dari baru lahir sampai 12 (dua klas) bulan-/,-1



ll,Konselot' men5rusui adalah tenaga terlatih, baik tenaga kesehatan atau
bukan tenaga kesehatan yang telah memiliki sertifikat pelatihan konseling
menyus,lri.

12. Produk bayr Lainnya adatah produk bayr, yang terkait langsung dengan
kegratarl men5rusui meliputi segala bentuk susu dan pangan bayi lainnya,
botol slxsn, dot dan empeng.

13. Media Cetak Khusus tentang Kesehatan adalah media cetak dalam bentuk
majalahJ buletin, jurnal atau yang sejenis di bidang kesehatan yang bersifat
ilmiah $brta hanya ditujukan untuk tenaga kesehatan, praktisi di bidang
kesehatdn dan institusi/ fasilitas pelayanan kesehatan.

14. Keluargq adalah suami, anak atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke
atas daml ke bawah sampai dengan derqiat ketiga.

15. Indikasi Medis adalah kondisi media bayi dan /ata,u- kondisi medis ibu yang
tidak mCmungkinkan dilakukannya pemberia ASI Eksklusif baik sementara
maupunl pefinanen.

16. Masyaraftat adalah perseorangan, kelompok dan organisasi sosial dan/atau
organisasi kemasyarakatan.

lT.Institusi Pelayanan adalah institusi kesehatan baik negeri maupun swasta
yang *eltb""ik*t pelayanan, persalinan, pengobatan, rarnrat irr"p kesehatan
ibu dan l*"k meliputi bidan praktek swasta, polindes, puskesmas, rumah
bersalin, rumah pengobatan dan rumah sakit.

l8.Promosi adalah-segha bentuk kegiatan dalam upaya memperkenalkan
dan/ atau menjual produk.

19. Inisiasi frIenyusu Dini, yang selar{utnya disingkat IMD adalah bayi mulai
menJrusu Air Susu Ibu Eksklusif.

20. Fasilitas Khusus Menyusui dan/atau Memerah ASI, yang selanjutnya
disebut dengan Ruang Menyusui adalah ruangan yang dilengkapi dengan
prasarari melr5rusrri dan memerah ASI yang digunakan untuk merr5rusui bayr,
memerah ASI, menyimpan ASI perah, dan/atau konseling rnen5rusui/Asl.

21. Tempat kerja adalah ruangan atau lapangan tertutup dan terbuka, bergerak
atau te@p dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga
kerja ur4tuk keperluan suatrr usaha dan dimana terdapat sumber atau
sumber-pumber bahaya.

Z2.PengtruB Tempat Kerja adatah orang yang mempunyai tugas memimpin
langsurr$ suatu tempat kerja atau bagiannya yang berdiri sendiri.

23. Tempat Sarana Umum adalah sar€Lna yang diselenggarakan oleh
Pemerin{ah/swasta atau perorangan yang digunakan bagr kegiatan
masyaraftat.

24. Penyeleriggara Tempat Sarana Umrrm adalah penanggullg jawab tempat
sar€rna qmurn-

25. Tenaga $esehatan adalah setiap orang yang mengaMikan diri dalam bidang
kesehaten serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui
pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan
kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

26.Tenaga {'erlatih Pemberian ASI adalah tenaga yang memiliki pengetahuan
dan/ataq keterampilan mengenai pemberian ASI melalui pelatihan, antara
lain kon$elor men5rusui yang telah mendapatkan sertifikat.

27. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang
digunak$n untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik
promotif] preventif, kuratif mauplrn rehabilitatif yang dilatrukan oleh
pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat.

28. Penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehata:r adalah pimpinan yang
bertanggprng jawab menyelenggarakan fasilitas pelayanan kesehatan.

29. Penyelenggara Satuan Pendidikan Kesehatan adalah penanggung jawab yang
menyelerpggarakan satuan pendidikan kesehatan. f



3O. produseqr dan/atau distributor Susu Formula bayi dan latau Froduksi bayi- 
r,"inrrv" adalair penanggulgjawab produksi dan distribusi susu formula bayi

dan/atarh produk baYi lainnYa.

BAB II
ASAS DAI{ TUJUAI{

Pasat 2

(1) Pengatu{an Pemberian ASI Esklusif berasaskan:
a. perikemanusiaan-
b. perikeadilan.
c. manfdat.
d. perlindungan.

". 
p*t gtrlormatan terhadap hak asasi manusia;

f. nondibkriminatif, dan
g. noflna agama.

I2l Peneatunan Pemberian ASI Eksklusif krfujuan untuk:
' ' *. ,il**b..ikan perlindungan kepada bayi dalam memberikan ASI Eksklusif

dan rtremenuhi hak anak untuk mendapatkaa ASI Eksklusif.
b. meningkatkan peran dan dukungan keluarga, masyarakat, dan

Pemerintah Kabupaten terhadap Pemberian ASI Eksklusif.
c. setiap orang memiliki akses terhadap irrformasi pemenrrhan gizi bagi bayi

yang tidak mendapat ASI Eksklusif.
d. letiap orang rnemiliki akses yang benar dan sesuai standar yang

direkpmendasikan dalam penggunaall Susu Formula bayt.
e. adanla kerjasama antara ibu, pihak keluarga, tenaga kesehatan dan

fasilitas pelayanan kesehatan dalam mengkampanyekan pentingnya
Pemserian ASI eksklusif.

BAB III
TAITG}GUITG JAUTAB

PTMERIHTAII DATRAII
Pasal 3

Tanggung j&wab Pemerintah Daerah dalam program Pemberian ASI Eksklusif
meliputi:
a. melaksarlakan kebifakan nasional dalam rangka program pemberian ASI

Eksklusif.
b. rnelaksa:nakan advokasi dan sosialisasi program pemberian ASI Eksklusif

dalam skhla kabtrpateu.
c. memberi}ran pelatihan teknis konsetring men5rusui;
d. menyedidkan tenaga konselor merrJrusu.i di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan

tempat s{rana umrf,m lainnya.
e. membina, monitoring, mengevaluasi, dan mengawasi pelaksanaan dan

pencapairhn prograrn pemberian ASI Eksklusif di Fasilitas Pelayanan
Kesehatain, satuan pendidikan kesehatan, Tempat Kerja, tempat sarana
llrnum, dan kegiatan di masyarakat.

f. menyeledggarakan penelitian dan pengembangan program pemberian ASI
Eksklusif yung mendukung perumusan kebijakan kabupaten.

g. mengem$angkan kerja sama dengan pihak lain sesuai dengan ketentuan
peraturag perundang-undangan,dan

h. menyediakan ketersediaan akses terhadap infbrmasi dan edukasi atas
penyeleraffiaraan pernberian ASI Ekskltrsif dalarn skala kabupaten untuk
meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat akqn pentingnya
pemenuhJan gizt pada bayi dengan memberikan ASI Eksklu"if.t-t
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(3)

BAB TV
RUAITG MEIYnISUI

Pasal 4

Ruang hflenyusui diselenggarakan pada bangunan yang perrnanen, dapat
merupaldan ruang tersendiri atau merupakan bagtan dari tempat pelayanan
kesehatan yang ada di Tempat Kerja dan Tempat Sarana Umum.

Ruang Men5rusui sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi
persyaratan kesehatan.

Setiap Tgrnpat Kerja dan Tempat Sarana Tempat Umum harus menyediakan
sar€rna dan prasarana Ruang Men5rusui sesuai dengan standar minimal dan
sesuai kdbutuhan.

Pasal 5

Persyaratan kesehatan Ruang Men5rusui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
ayat {2) palirlg sedikit meliputi:
a. tersedianila rLrangan khusus dengan ukuran minimal 3x4 rn} danlatau

dis,esuaik{n dengan jumlah pekerja perempuan yang sedang merqrusui.
b. ada pintu yang dapat dikunci, yang mudah dibuka/ditutup.
c. lantai ker&mit7 semen/ karpet.
d. memiliki r{entilasi dan sirkutasi udara yang cukup.
e. bebas potgnsi bahaya di tempat kerja termasuk bebas polusi.
f. lingkungah cukup tenang jauh dari kebisingan.
g. penerans?* d"lrry ruangan cukup dan tidak menyilaukan.
h. kelernba berkisar antara tiga puluh persea sampai dengan lima puh-lh

persen,
i. tersedia

imum enam puluh persen, dan
dengan air mengalir untuk cuci tangan dan mencuci

(3)

Pasal 6

(1) Peralata{r Ruang MenSrusui di Tempat Kerja paling rendah terdiri dari
peralatair menyimpan ASI dan peralatan pendukung lainnya sesuai standar.

(2) Peralatarq menyimpan ASI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain
meliputi:
a. lemari pendingin (refrigerato{ untuk menyimpan ASI.
b. gel pendingin lie pocH.
c. tas un[uk membawa ASI perahan (aoler bagl, dan
d. sterili{er botol ASI.
e. pompQ asi (breast ptmpl.

pendukung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara
lain meli ti:
a. meja
b- kursi sandaran r;nhrk ibu memerah ASI;

men3ru4sui dini yang terdiri dari poster, foto, leallet, booklet, dan buku
konseliing men5rusui)"

e. lemari penyimpan alat;
f. dispenser dingin dan panas.
g. alat cdci botol;
h. tempa[ sampah dan penutup.
i. penyejlrk ruangan (AClKipas angln). ,r. p{;IrytrJllrI! r rJ.1rlB.LIr tflv/ r}rpil.D .1.rrBU.rr. ,j. nursirlg apron/katn pembatas/ pakat krey untuk memerah ast; I



i

k. waslap r,.mtuk kompres payudara.
l. tisu/lpp tangan, dan
m.bantatr untuk menopang saat men5rusui.

l Pasal 7

(1) Penyedhan Ruang Men5rusui di Tempat Sarana Umum harus sesuai standar
untuk Ruang Menyusui.

(2) Standar untuk Ruang Men5rusui sebagaima-na dimaksud pada ayat (1) paling
rendah meliputi:
a. kursi dan meja.
b. wastdel,dan
c. sabu4 cuci tangan.

ksal 8

(1) Setiap Fpngurus Tempat Kerja dan Penyelenggara Tempat Sarana Umum
wajib rrlenyediakan Tenaga Terlatih Pemberian ASI untuk memberikan
konselir]B men5rusui kepada pekerjalburuh di Ruang Menyusui.

(2) Tenaga {'erlatih Pemberian ASI sebagaimana dimaksud pada ayat (ll harus
telah mpngrkuti pelatihan konseling menyusui yang diselenggarakan oleh
Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.

(3) Pelatih*l'r kon*"ling men5rusui sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus
telah teqsertifikasi mengenai modul maupun tenaga pengqiarnya.

Pasel 9

Dalam *"rdb"rikan konseling menyusui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8,
Tenaga Terlatih Pemberian eSl iriga menyairpaikan manfaat pemberian ASI
Eksklusif agtara lain berupa:
a. peningkafan kesehatan ibu dan anak.
b. peningkai:an produktivitas kerja.
c. peningkatan rasa percaya diri ibu.
d. keuntundan ekonomis dan higienis, dan
e. penundadn keharnilan.

Pasat LO

(1) Setiap Fr"ng Menyusui harus memiliki penanggung jawab yang dapat
merangllap sebagai konselor men)rusui.

(2) Penanggung jawab Ruang Merr5rusui sebagairnana dimaksud pada ayat (1)
ditunjult oleh Pengqrus Tempat Kerja dan Penyelenggara Tempat Sarana
Umum.

ksal 11

{1) Tenaga Terlatih Pemberian ASI sebagaimana dimaksud dalam Pasal t hatrs
memaha:ni pengelolaan pemberian ASI dan mampu memotivasi pekerja agar
tetap rnqmberikan ASI kepada analmya walaupun bekerja.

(2) Dalarn tfU nrrng Menyusui belum memiliki konselor men5rusui, Pengurus
Tempat Kerja dan Penyelenggara Tempat Sarana Umum dapat bekerja sarna
dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan atau berkoordinasi dengan dinas
kesehat{n untuk memberikan pelatihan konselirrg mer:1rusui.

(3) Jenis ddn jumlah tenaga kesehatan dan/atau tenaga non kesehatan sebagai
Tenaga ilerlatih Pemberian ASI disesuaikan {engan
;ffii,i,; yL? aiuerikan di R"r"s M;yu-ui.T

kebutuhan dan jenis



BAB V
rdugpRrAN arR susu rBU ErrsKLUsrF' susu FoRMLLJL
'*1*------ per PRoDTIK BAYr LIITNIYYA

Pasal 12

(1) setiap ipu yang melahirkan wajib memberikan ASI Eksklusif kepada bayr

vans dilahirkannYa'
J9

(2lKetentupnsebagaimanadimaksudpadaayat(1}tidakberlakuapabila
terdaPaf:
a. indikasi medis.
b. ibu tidak ada, atau
c. ibu t{rPisah dari baYi'

Pasal 13

(1)

(21

Ibu rlrlg tidak daPat memberikan ASI

:a*-ai*.t sud dalam Pasal L2 ayat {2),

diperjualbelikan.

ASI sebagaimana dimaksud Pada
berdasarkan nofina agama dan
mutu, dan keamanan ASI.

Eksklusif bagi baYinYa
pemberian ASI Eksklusif

ayat {1} dan ayat (2) wajib
mernpertimbangkan aspek

dapat oleh pendonor ASI-

Pem ASI Eksklusif oleh pendonor ASI sebagaimana dimaksud pada

ayat (1| dilakukan dengan PersYaratan:
taan ibu kandung atau Keluarga bayi yang bersangkutan.

iden , agarrra, dan alamat pendonor ASI diketahui dengan jelas oleh

ibu a u Keluarga dari baYi Penerima ASI'
r ^t - -r-1^t-pendonor ASI setelah rnengetahui identitas bayr yang diberi

ASI.
ASI dalam kondisi kesehatan baik dan tidak mempunyai indikasi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal L2, darr

SC

a.
b.

e. ASI

Pembe

sosial

(3)

(u

tzt

Pasal 14

irkan menolak pemberian Susu Formula bayi danl

dapat ]melakukan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
penola*an dapat dilakukan oleh keluarga.penolaltran dapat dilakukan oleh

Pasat 15

(1) Pembefan Susu Formula bayi berdasarkan Indikasi Medis dilakukan dalam
hal:tlq.

a. bayr f*g hanya dapat menerima susu dengan formula khusus.
b. bayi f,*g membutuhkan makanan lain selain ASI dengan jangka waktu

terbatas.
I

c. kondlisi medis ibu yang tidak dapat memberikan ASI Eksklusif karena
trarub mendapatkan pengobatan sesuai dengan standar pelayanan
mediS.

d,. kondiisi rnedis ibu derrgan HbsAg (+), d.ala:rr
vaksinasi hepatitis yang pasif dan aktif dalam

hal bayi behrrn diberikgn
12 (dtra belasljarn, O* 

[



(3)

e. kead{an hin sesuai dengan perkembEmga.n ilmu pengetahuan dan
teknologi.

{2) Penentua-n adanya Indikasi Medis sebagaimana dimaksud pada ayat {1}
harus dilakukan oleh dokter.

Apabila di daerah tertentu tidak terdapat dokter, penentuan adanya Indikasi
Medis flapat dilakukan oleh bidan atau perawat sesuai dengan ketentuan
peraturf.n perundang-undangan.

Pemberf,an Susu Formula dan Produk Bayi Lainnya atas Indikasi Medis yang
dilakukhn oleh bidan dan perawat sebagaimana dimaksud pada ayat {3)
diutarndkan untuk penyelamatan nyawa.

Pasal 16

Indikasi Medis pada bayi yang hanya dapat menerima susu dengan formula
khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a, merupakan
kelaina4 metabolisme bawaan (inborn errors metabolism).
Kelainan metabolisme bawaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputh :

a. bayr dengan galaktosemia klasik memerlukan formula khusus bebas
gah$osa;

b. bayi dengan penyakit kemih beraroma sirup maple (maple sgntp uine
diseripe), memerlukan formula khusus bebas lansiry isoleusiry dan ualin;

c.bayr dpngan/enillcetonuria, memedukan formula khusus bebas fertilalanin;
dan/atau

d.kelairian metabolisme lain sesuai dengan perkembangan ilmu
pengdtahuan dan teknologi.

(3) Bayi dqngan fenilketonuria sebagaimana dimaksud pada ayat {21 huruf c
masih dapat diberikan ASI dengan perhitungan dan pengalrasan dokter
spesialis anak yang kompeten.

Pasal 17

Indikasi Mgdis pada bayi dengan kebutuhan makanan selain ASI dalam jangka
waktu tert@rtu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b,
dengan kri{eria antara lain :

a. bayr lahir dengan berat badan kurang dari 15OO (seribu lima ratus) gram atau
bayi lahif dengan berat badan sangat rendah.

b. bayi lahip kurang dari 32 (tiga puluh dua) minggu dari usia kehamilan yang
sangat prematur, dan/atau

c. bayr bardr hhir yang berisiko hipoglikemia berdasarkan gangguan adaptasi
metabolisme atau peningkatan kebutuhan glukosa seperti pada bayi
prematr-l#, kecil untuk umur kehamilan atau yang mengalami stress
iskemik/intrapartum hipoksia yang signifikan, bayr yang sakit dan bayi yang
memiliki ibu pengidap diabetes, jika gula darahnya gagal merespon pemberian
ASI baik ]secara langsung maupun tidak langsung.

Pasal 18

Kondisi mQdis ibu yang tidak dapat memberikan ASI Eksklusif karena harus
mendapat\h.n pengobatan sesuai dengan standar pelayanan medis sebagaimana
dimaksud pada pasal L5 ayat (1) huruf c terbagi atas :

a. ibu yang dapat dibenarkan menghentikan menyusui secara perrnanen, qan

(41

(1)

(21

b. ibu yang dapat dibenarkan menghentikan menJrusui sementara waktu. Io-------- -- J 
(



Pasal 19

(1)

(21

Kondisi medis ibu yang dapat dibenarkan menghentikan menyusui secara
p..**fn sebagai*"r." dimaksud dalam Pasal 18 huruf a jika ibu terinfeksi
ilu*on t{mmunodeficiencg Virus (HIV) .

Ibu $enqan infeksi y"Ty ]f*Y:*"|tr^Y^ I't:.fYdimaksud pada ayat (u diberikan informasi tentaag
. a a 

^t 
,1--- (.r----- f^---I^ I^^-.:*.trggrrftakan donor ASI atau Susu Formula bayr'

Susu Formula bayi sebagaimana dimaksud pada ayat {21

rhi syarat ATASS, meliputi dapat diterima (acceptable),
'], tedangkau (affordabte), berkelanjutan (sttstainable) datr

Pasd 21

sebagaimana
kemungkinan

harus
layak
aman

(3)

(41

(safe).

Bayt
terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jika
ui positif terinfeksi Human Immunadeftciencg Virus (HIV) atau

ibu dad bayi telah mendapatkan pengobatan sesuai standar dan secara
teknolo$i ASI dinyatakan amarl untuk kepentingan bayi sesuai dengan
ketentuhn peraturan perundang-undangan.

Pasal 2O

Kondisi mpais ibu yang dapat dibenarkan menJrusui sementara waktu
sebagaima4a dimaksud dalam Pasal 19 huruf b meliputi :

a. ibu yang menderita penyakit parah yang menghalangi seorang ibu merawat
bayinya, seperti sepsis/demaln tinggr hingga tidak sadarkan diri.

b. ibuyang menderita infeksi Virus Herpes Simplextipe 1 (HSV-l) dan HSV-2 di
payudar{"

c. ibu dah# pengobatan :

1. meng$unakan obat psikoterapi jenis penenang, obat anti epilepsi dan
opioidJ.

2. radio$ktif iodine 131.
3. pengqunaan yodium atau yodofortopicot; danlatau
4. sitotaksik lsemoterapi.

Pemberian Srr", Formula dan Produk bayi Lainnya pada keadaan ibu tidak ada
atau ibu te-tpisah dari bryr, meliputi :

a. ibu menrhrggal dunia, sakit berat, sedang menderita gangguan jiwa berat.
b. ibu tidad diketahui keberadaannya, atau
c. ibu terp*ah dari bayi karena adanya bencana atau kondisi lainnya dimana

ibu ter$isah dengan bayinya sehingga ibu tidak dapat memenuhi
kewqiibahnya atau anak tidak memperoleh haknya.

Paspd,22

(1) Pem Susu Formula bayi atas Indikasi Medis sebagaimana dimaksud
dalam 20 harus mendapat persetujuan dari ibu bayi dan/atau

Persetu.luan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah ibu bayi
dan/atu[u Keluarganya mendapat peraga€rn dan penjelasan atas penggunaan
dan pemyajian secara tepat Susu Formula bayi dan Produk bayi Lainny" .f

l2l



Pasal 23

(1) Tenaga
dal'rl
Susu F f,TT3;, ?"ff;:',f- I"iliii.*"1"'uil;i froa,* bavi dan teknik

re menlrusui kembali'

Tenaga tan wajib memastikan ibu dan/"'"" I"Y:**:1,I3: t*ffi
Susu ;1:*il*.flffirh'paham atas peragaarl dan penjelasan vang

iehatan wajib memberikan peragaan dan penj:l-"*?" k"t{:,11:
Keluarga*"rgJr^ri-o".*,.f ri1a:^li"ffiiff *""Y.ff "I#ir?

(21

(3) Tenaga
Pada re

,".t u.t.n wajib mencatat indikasi penggunaan susu Formula bayi

am medis baYi bersangkutan'

Pasal 24

(1) pemberihn susu Form-ula P1v, 
dm T*:Ij:T-?Tg:,}ffi:rtffilffi

dengan r*i#: ffi:H ;;ffi;; ;;; e""s""- takaran saj i yan g dianj urkan

derrla standar yang ditetaPkan'

Susu Formula bayi dan Produk b1n llainnya harus dilakukan

dengan uhi persyaratan higiene dan sanitasi'

higierwdan sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan

(2) meliPuti :

". ".r"i l*ur,, dengan sabun dan dibilas pada air mengalir sebelum

menJaiikan Susu Formula baYt'

d

(21

(3)

b. H;i#;;;;"gan air yans telah dididihkan dan tunggu 10 menit;

;. 1!ffiffi;;ilu tafaran yang terdapat pada kemasan susu Formula bavi

(4)

atau d"ttg*t mengikuti saran dokter, dan

d. jika s.1* waktu 2 iansusu tidak habis harus dibuang.

Penggupraan Produk bayi Lainnya dilakukan secara higiene dan sesuai

standa4 yang ditetapkan, meliputi:

a. perhitikan tanggal kadaluarsa.

b. perhatikan keutuhan kemasan.

c. cuci [etiap bagran alat yang digunakan untuk pen5rtaPan/penyajian Susu

Forrraula bayi, dan

d. rebul ahtyang digunakan untuk penyiapan/penyajian Susu Formula bayi

dengpn air mendidih.

Pasal 25

(21 Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi secara
dengan Kementerian Kesehatan.

Pasal 26

(1) Pemberian Susu Formula bayi pada situasi darurat dan/atau bencana hanya
ditujun{an untuk memenrrhi g:zi bayi dan kepentingan sosial.

(2) Pembe{tan Susu Formula bayi pada situasi darurat dan/atau bencana
sebagalmana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan ketentuan
dalam Pasal, I



(3) pemberian Susu Formula bayi pada situasi damrat dan/atau bencana dapat

dilakuk{rn oleh tenaga kesehatan dan/atau Konselor Men3rusui.

Pasal2T

Guna menflorong penggunaan ASI Eksklusif yang maksimal, promosi susu
formula dilarang dilakukan secara langsung pada:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
ot)'
h.

rumah Bakit.
puskesmas dan jaringannYa.
rumah tangga.
kantor (pemerintah dan swasta)-
balai pqhgobatan.
rumah hersalin.
dokter praktek,dan
bidan praktek swasta.

ksal 28

(1) Setiap tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan harls
melaksanakan pencatatan dan pelaporan penggunaan Susu Formula bayi
dan Prqhuk bayi Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.

(2) PemeriEtah daerah wajib mendorong tenaga kesehatan dan fasilitas
pelayarlhn kesehatan dalam melakukan pencatatan dan pelaporan
sebagaifirana dimaksud pada ayat (1).

(3) Pelaporpn penggunaan susu formula bayi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakarkan secara berjenjang.

BAB VI
KEtrIA"IIBAN DAfl I,ARAITGAI|

Bagiaa Kesatu
Kewajlban
Pasal 29

Tenaga kesphatan dan Fasilitas pelayanan kesehatan wajib:
a. melaks+nakan inisiasi men5rusui dini terhadap bayr yang ba{u lahir kepada

ibunya paling singkat selama 1 (satu) jam, jika tidak ada kontra indikasi
medis.

b. menem$atkan ibu dan bayi dalam 1 (satu) rurlngan atau rawat gabung, jika
tidak ada kontra indikasi medis yang ditetapkan oleh dokter.
membefikan informasi dan edukasi ASI Eksklusif kepada ibu danlatau
anggotd keluarga dari bayi yang bersangkutan sejak pemeriksaan kehamilan
sampai dengan periode pemberian ASI Eksklusif selesai.
membefikan peragaan dan penjelasan tentang penggunaan dan penyqjian
susu fdrmula bayi dan /atau keluarga dalam hal pemberian ASI Eksklusif
tidak nlemunekink"n sesuai indikasi-medis, ibu ticiak ada atau ibu terpisah
dari bayi.

Bagian Kedua
Larangan
Pasal 3O

Tenaga Kelehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan dilarang:
a. membefikan susu formula bayi dan latau produk bayi lainnya kecuali atas

indikasi medis, ibu tidak ada, atau ibu terpisah dari b.yr.
b. menerima dan/atau mempromosikan suslr formula bayi dan latau produk 

,"' il;iii;iffi#vang dapat minghambat program pemberian ASI'Eil[tItf, il f

d.



c. meneriqla hadiah dan/atau bantuan dari produsen atau distributor susu
formula bayi danlatau produk bayi lainnya kecuali untuk tujuan membiayai
kegratari pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan, pertemuan
ilmiah dan/atau kegiatan lainnya yang sejenis serta tidak ada kewajiban
tertenturlyang harus dilakukan oleh tenaga kesehatan berdasarkan keinginan
pemberii bantuan dalam bentuk tertulis yang ditandatangani kedua belah
pihak.

Pasal 31

Penyelengg+ra satuan pendidikan kesehatan dilarang menerima hadiah
dan/atau bantuan dari produsen atau distributor susu formula bayi dan latau
produk ba$i lainnya, kecuali untuk tqiuan membiayai kegiatan pendidikan,
pelatihan, penelitian dan pengembangan, pertemuan ilmiah dan/atau kegiatan
lainnya yar+g sejenis serta tidak ada kewajiban tertentu yang harus dilakukan
oleh Satua4 pendidikan kesehatan berdasarkan keinginan pemberi bantuan
dalam bentr*k tertulis yang ditandatangani kedua belah pihak.

Pasal 32

Produsen dan distributor dilarang:
a. memberiikan contoh produk "[", formula bayrdan/atau produk bayi lainnya

secara puma-Cuma atau bentuk apapun kepada penyelenggara fasilitas
pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan, ibu hamil atau ibu yang baru
melahirncan.

b. menawarkan atau menjual langsung susu formula bayi ke r'umah.
c. memberlikan potongan harga atau tambahan atau sesuatu dalam bentuk

apapun atas pembelian susu formula bayi sebagai daya tarik dari penjual;
d. mengiklankan susu formula bayr yang dimuat dalam media massa, baik

cetak nhaupun elektronik dan media luar ruang kecuali media khusus
kesehatian.

e. memberlkan hadiah dan/atr.:u bantuan kepada tenaga kesehatan, fasilitas
pelayanpn kesehatan, dan penyelenggara satuan pendidikan kesehatan yang
dapat rr{enghambat program pemberian ASI Eksklusif.

f. memberikan susu formula bayi dan produk bayi lainnya secara langsung
kepada bayr, ibu danlatau keluarganya pada situasi darurat dan/ata'u
bencan4, atau

g. membu{uk, meminta dan memaksa ibu men5rusui
keluargflnya untuk menggunakan susu formula bayr
lainnya.l

dan/atau pihak
dan produk bayi

BAB VII
PEMBERTTAYAAII 

SSISYARAr(AT

Dalam rangka mendukung pemberian ASI Eksklusif diperlukan per€rn serta
masyar4kat baik secara perorangan maupun terorganisasi.

Peran sErta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

a. pembbrian dukungan bagr ibu yang memberikan ASI Eksklusif dan
dilaqiutkan pemberian ASI sampai usia 2 tah'ur'.

b. ikut serta mengawasi penggunaan Susu Formula bayi dan Produk bayi
Lainr:rya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(u

(21

bayr.
informasi y"ng aktual dan objektif tentang Susu F'ormula



a. *"*ilurikan semangat kepada ibu yang belum optimal dalam memberikan
ASI d,ksklusif, dan

e. tidak menghakimi dan/atau men)rudutkan ibu yang tidak dapat memberi
ASI Eksklusif.

(3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dapat
dilakukpn melalui kegiatan konseling men5rusui, memobilisasi masyarakat
melalui kelompok pendukung ASI, motivator ASI, dan kader terlatih.

(4) Media massa baik cetak malrpun elektronik dapat berperan serta
mendu 5ung pemberian ASI Eksklusif.

BAB VIII
PEMBINAAIT DAN PENGAtrIASAN

Pasal 34

{1) Bupati elakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan
ruang men5rusui sesuai dengan tugas, fungsi, dan

Dalam qnelakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada
ayat {1} melibatkan unsur tripartit dan organisasi profesi terkait.

Pembinh.an dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan
untuk meningkatkan peran dan dukungan pengurus tempat kerja dan
penyelefrggara sarana umum untuk keberhasilan program pemberian ASI
Ekskh*sif.

Pembinp.an dan pengavrasarr sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksa{rakan melalui:
a. advo{<asi, sosialisasi, dan bimbingan teknis peningkatan pemberian ASI

Eksklusif; dan
b. monitoring dan evaluasi.

Pasal 35

a. agar penggunaan Susu Formula bayi dan Produk bayi Lainnya tidak
bat program pemberian ASI Eksklusif.

b. un meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat, fasilitas
pe kesehatan, dan tenaga kesehatan bahwa Susu Formula bayi

diberikan dalam keadaan tertentu; dan
c. agar fasilitas pelayanan kesehatan dan tenaga kesehatan dalam

;:4F; s""; Fo-rmula bayi sesuai ketentuan peraturan perundang-

(3) Pem dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

a. dan sosialisasi peningkatan pemberian ASI Eksklusif;

ya.

(2t

(3)

(41

(1)

t2t

Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan
pengguilaan Susu Formula bayi dan Produk bayi Lainnya sesuai dengan
tugas, f\rngsi, dan kewenangannya.

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditqjukpn :

b.pe dan peningkatan kualitas tenaga kesehatan dan tenaga



(a) Bupati f,"fu* melaksanakan pembinaan dan pengawas€m sebagaimana
dimaksrfd pada ayat (3) dapat mengikutsertakan masyarakat.

Pasal 36

(1) Bupati tmelakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan
prograff+ pemberian ASI Eksklusif sesuai dengan tugas, fungsi, dan
kewena$.gannya.

(2) Dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana
dimaksrfd pada ayat (U, Bupati membentuk Tim Pembina Program
Pemberihn ASI Eksklusif, yang beranggotakan unsur terkait dari Sektor
Kesehath.n, Sahran Kerja eerangkat Daerah terkait, Organisasi Profesi,
Perguru[n Tinggr, kalangan Swasta dan Lembaga Sosial Masyarakat.

(3) Susun"f, ti* Pembina Program Pemberian ASI Eksklusif sebagaimanan
dimaksr[d pada ayat 1" dart 2 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB TX
SAITKSI ADI}IIMSTRATIF

Pasal 37

(1) Tenaga Kesehatan, Penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan'
Penyelehggara Satuan Pendidikan Kesehatan, serta Produsen dan
Distribritor Susu Formula bayi dan/atau Produk bayr [,ainnya yang
melanggfar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3O, Pasal 31, dan
Pasal 33 dikenai sanksi administratif.

Sanksi fa*it i*tratif sebagaim€rna dimaksud pada ayat (1)

a. tegurhn lisan;
b. teguran tertulis; dan/atau
c. penc$.hutarL ii-rn.

PengenAan sanksi teguran lisan, teguran tertulis, dan
sebagaifnana dimaksud pada ayat {21 huruf a, huruf
dikena$an kepada tenaga kesehatan.

berupa:

(4) Pengenq.an sanksi teguran lisan, dan teguran tertulis sebagaimana dimaksud
pada ar@t (2) huruf a dan huruf b dikenakan kepada Penyelengara Fasilitas
Pelayanhn Kesehatan, Penyelenggara Satuan Pendidikan, dan Produsen
Distribrltor Susu Formula bayi dan/atau Produk bayi Lainnya.

(5) Sanksi ddministratif sebagairnana dimaksud pada ayat {21huruf a dan huruf
b dikenfi oleh Kepala Dinas Kesehatan.

(6) Sanksi h.arninlstratif ssfoagairnana dimaksr.rd pada ayat (21 huruf c, dikenai
oleh Pehrerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-
Undantan.

(7)ketentuan lebih lanjut mengenaiT tatacara pengenaan sangsing adminstratifpengenaan sangsing adminstratif

(2t

(3) pencabutan izin
b, dan huruf c

rketentuan lebrh lanJut mengena,
diatur dalam Peraturan Bunati. f



BAB X
I(ETENTUAN PEITUTUP

Pasal 38

erah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan'Peraturan D

Agar setiaP
Daerah ini
Jeneponto.

It
&

&

D

orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

denganpenempatannyadalamLembaranDaerahKabupaten

Ditetapkan di JenePonto
pada ta.nggal z9 Dee;.;gtve* 20t7

BUPA?I JEITEPIOIIITO,

-ss

----*vrl,ba' 2Ol7pa
ts 4
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DAERAII sUt"*WrsI SELATAtr

DATRAII
JEIIEPONTO,

DAERAII KABUPATEIT JENEIIOilI1O TAIIUtr 2OI-T ITOMOR .?.F2..

.TI'RAN DAT,RAII KABUPATEIT JENEPOIYTO, PROVIilSI


